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ABSTRAK

Dalam Orde Reformasi ini, sikap dan tekad Orde Baru periu ditinfau kemball agar dapat
dilakukan reformasi konstitusl. Sepanjang mengenal Pancasila sabagal dasar negara tidak
ada persoalan karena sejak proklamasi hingga kini terus dicantumian dalam Pembukaan
UUD, baik UUD 1945, UUD RIS 1949 maupun UUDS 1950, meskipun peristilahan ataupun
rumusannya agak berbeda. Mengganti UUD 1845 bukan berarif semua bagiannya harus
dibuang. Bagian Pembukaan dapat saja dipertahankan. Mengenal pendapat agar UUD
1945 dipertahankan keasfiannya dengan menambahkan amandemen-amandamen, sepesti
UUD Amsrika Serikat, perlu disadari bahwa kita tidak mempunyai naskah asli UUD 1945.
Era roformasi sekarang inf merupakan momentum yang baik untuk melakukan pembaharuarn
Undang-Undang Dasar, yaitu mengganti UUD 1945 dengan UUD baru yang mementuhi
tuntutan zaman.

PENDAHULUAN aturan yang berlaku buat umum harus

berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang

Berbicara tentang reformasi hukum, Dasar, secara langsung atau bertingkat,

yang tersebar dalam berbagai peraturan per- Sesuatu peraturan yang bertentangan

undang-undangan, dengan sendirinya kita dengan undang-undang dasar tidakiah
mengacu kepada Undang-Undang Dasar. syah adanya”.

Seperti dikatakan oleh Assaat, mantan pejabat
presiden dari negara bagian Republik Indo- Beliau mengatakan lgbih lanjut:*

nesia: “Undang-Undang Dasar adalah induk
“Undang-Undang Dasardar suatu negara dari segala peraturan. Oleh sebab itu
adalah dasar dari segala hukum yang Undang-Undang Dasar ditetapkan oleh
berlaku dalam negara itu. Semua per- kekuasaan yang tertinggi dalam negara.

'"Wr. Assaal, Hukum Tata Negara Republik indenesia Dalam Masa Peralihan (Jakarta: Penarbit
Bulan Bintang, Cetke-2, 1851}, him. 4.

2fpid., him. 5. Pendirian yang sama tentang kedudukan UUD dikemukakan juga oleh
Soslistio,Konstitusi, Sebuah Sketsa Sepintas (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah
Mada, 1954) him. 13: *Konstitusi adalah undang-undang yang tertinggi yang menjadi dasar dari
segala macam undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang akan datang dan sebagai
undang-undang yang tertingg! konstitusi tidak meluluskan penyanggahan atau perlawanan
oleh undang-undang biasa yang lebih rendah martabatnya”™. Soelistio mengama tecri funda-
montal Thorbecke yang memandang konstitusi sebagai desar segala undang-undang.
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Dalam negara yeng demokratis Undang-
Undang Dasar itu ditetepkan oleh mkyat
dengan perartaraan badan perwalkdlen-
nya. Dalam negara kita ini oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, yalmi menunit
pasal 3 Undang-Undang Dasar Prokla-
masi®,

Berpegang pada pandangarn di atas, guna
menghindari lingkaran yang tidak barujung
pangkal, berbagai macam gagasan refor-
masi yang marak dewasa ini seharusnya

dimulai dengan pembaruan Undang-Undang
Desar.

Kedudukan Undang-Undang Dasar
(konstitust) bagi suatu negara adalah
penting sekali seperti juga anggaran dasar
bagi suatu partal politik atau organisasi
masyarakat [ainnya. Karena itu ketika dalam
Perang Dunia Il, pemerintah Jepang akan
“menghadiahkan” kemerdekaan bagi rakyat
Indonesia, sesuai janji Perdana Menteri
Kaisho yang diucapkan pada tanggal 7 Sep-
tember 18443 maka dibentukiah Dekuritsu
Zyunbi Choosa Kal {Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang
tugasnya ialah untuk menyusun Undang-
Undang Dasar. Namun kalau kita melalkukan
rationalization and debunghking, sebenamya
hadiah kemerdekaan itu bukanlah kemu-
rahan hati Pemerinah Jepang melainkan ka-
rena Balatentara Jepang menderitz ke-
kalahan sshingga akhir Perang Asia Tunur
Raya sudah berada di ambang pintu,

Badan Penyelidik berhasil menyusun
Undang-Undang Dasar yang diterima oleh

sidlang pleno pada tanggal 16 Juli 1845 (nota
bene tanpa penjelasan). Kemudian Pe-

merintah Jepang membentuk Dokuritsu
Zyunbi Choosa Kai (Panitia Persiapan
Kemerdekaan) yang tugasnya ialah untuk
mengatur pemindahan kekuasaan dari
tangan Pemerintah Militer Jepang kepada
pemerintah Indonesia. Hari Kemerdekaan
Indonesia ditetapkan tanggal 24 Agustus
1945,* tetapi ternyata Perang Dunia
berakhir 10 hari sebelum hari-H. Hal ini betul-
betul merupakan Rahmat Allah SWT (bless-
ing in deguise), karena memberi kesem-
patan bagi pengambii keputusan politik pada
waktu itu untuk memprokiamirkan kemer-
dekaan tanpa campur tangan pihak Jepang.
Panitia persiapan, dalam rapatnya yang psr-
tama kali pada hari sabtu tanggal 18 Agustus
1245, berhasil menetapkan UUD Republik
Indonesia (yang pertama), hanya dalam
waktu satu hari,

Amanat Para Pendiri Republik

Ir.Soekarno, Ketua Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dalam ra-
pat partama tanggal 18 Agustus itu menga-
takan:s

“... tuan-tuan semuanya tentu mengerti
bahwa undang-undang dasar yang (kita)
buat sel@mang inj adalah undang-undang
dasar sementara. Kalau boleh saya me-
rnakal perkataan * ini adalah undang-
undang dasar kilat” nanti kalau kita tetah
bermnegara dalam suasana yang lebih ten-

*Prof Mr. Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1845 (Jakarte:
Yayasan Prapanca, Jilid Pertama, 1859), him. 410.
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taram, kita tentu akan mengumpulkan
kembali Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang dapat membuat undang-
undang dasar yang lebih lengkap dan
lebih sempuma. Tuan-fuan tentu me-
ngerti, bahwa ini adalah sekedar undang-
undang dasar sementara, undang-un-
dang dasar kilat, bahwa barangkali boleh
dikatakan pula, inflah revalutiegrondwet
Nanti kita membuat undang-undang
dasar yang lebih ssmpuma dan lengkap.
Harap diingat benar-benar oleh tuan,
agar supaya kita hari ini bisa selesai
dengan undang-undang dasar ini...”

Dari pidato di atas dapat ditarik kesim-
pulan sebagai berikut: 1} UUD 1845 dibuat
socara tergesa-gesa. 2) UUD 1945 ditetap-
kan dalam waktu satu hari. 3) UUD 1845
statusnya adalah sementara. 4) UUD 1845
adalah tidak lengkap dan tidak sempuma.
5) UUD 1945 tidak ditetapkan oleh badan
yang mewakili rakyat. 6) UUD 1945 akan
diganti dengan UUD baru (reformasi konsti-
tusi) yang sifatnya lebih lengkap dan lebih
sempurna. 7) UUD baru itu akan disusun
dalam suasana yang lebih tenteram.

Berhubung dengan itu dapat dimengert
mengapa perintah pertama yang diberikan
oleh pembuat UUD kepada Majells Per-
musyawaratan Rakyat hasi] pernilihan ymum
latah supaya menstapkan Undang-Undang
Dasar sgbagaimana tercantum dalam pasal
3. Bahkan dijadwalkan dalam waktu dua kali
enam bulan sudah disusun undang-undang
dasar baru (lihat aturan tambahan).

Masa Peralihan Hukum Tatanegara

Bahwasannya pada masa awal kemer-
dekaan kita, pemerintah mempunyai ke-
sadaran hukum dan kemauan politik untuk
menjalankan aturan undang-undang dasar
(Constitusional Rule) secara murni dan
konsekuen, dapat diketahui dari Pengu-
muman Pemerintah tanggal 5 Oldober 1845
tentang Pemilihan Umum:®

Untuk memenuhi Undang-Undang Dasar
yang mengenai aluran-aturan tentang
Kedaulatan Rakyat, pada waktu ini
Pemerintah Republik Indonesia sedang
mengadakan persiapan untuk melaku-
kan Pemilihan Umum”,

Pengumuman itu ditindaklanjuti dengan
Maklumat Pemeriniah tanggal 3 Nopember
1945’ yang isinya menganjurkan kepada
rakyat untuk membentuk partai-partai politix
yang diharapken sutah terlaksana sebelum
dilangsungkan Pemifhan Umum dalam bulan
Januart 1846, Jadi, sesuai jadwal yang di-
tstapkan dalam UUD 1845 (Aturan Tam-
bahan).

Hal ttu dimaksudkan untuk mengakhiri
masa peralihan (transisi) dalam bidang
ketatanegaraan yang oleh Assaat diberikan
definisi sebagai berflaut:®

*Yang dimaksud masa peralihan lalah
masa yang bermula dengan saat Pro-
klamasi Kemerdekaan [ndonesia tang-
gal 17 Agustus 1945 sampai kepada saat
berlakunya Undang-undang Dasar
Republik Indonesia yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat’.

sKoasnodiprodjo, Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturen, Penelapan-penatapan
Pemerintah Repubiik Indonesia 1945 (Jakarta: Penerbit 8. K.Seno, 1951),him.B2,

Yibid, ,him.786.

8Assaat, Op.Cit.,him 3.
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Namun rencana tersebut tidak dapat ter-
laksana karena kedatangan Tentara Belanda
yang ingin mengembalikan status Pamerin-
tah Belanda di Indonesia seperti pada wakiu
sebelum Perang Dunia [l (herstefin de varige
tosstand). Revolusi fisik diiringi dengan di-
plomasi,® yang mengakhiri masa Republik
Pertama (17 Agustus 1845 - 27 Desember
1049}, yaitu dengean terbentuknya Republik
Indonesia Serikat (RIS).

Upaya Mengakhlri Masa Peralihan

Momentum Pertama

Menurut pasal 186 Konstitusi RIS, undang-
undang dasar tetap akan dibuat oleh Konsti-
tuants, sehingga definisi Assaat, mutatis
mutandis berbunyi sebagal berikut:

“Yang dimaksud dengan masa peralihan
ialah masa yang bermula dengan saat
berdirinya Republik Indonesia Serikat
pada tanggal 27 Desember 1849 sampai
kepada saat beriakunya undang-undang
dasar yang ditetapkan oleh Konsti-
uants®,

Namun dalam masa Republik Kedua
muncul kegiatan politik yang anti negara fe-
doral dan ingin kembali pada negara ke-
satuan. Terbentuklah repubiik ketiga pada
tanggal 17 Agustus 1850.

Soperti halnya dengan UUD 1948, juga
UUD 1950 mengandalkan kepada Konsti-
tuante untuk mengakhiri masa peralihan, Te-
tapi berbeda dengan masa Republik Pe-
rtama dan republik kedus, pada masa Repu-
blik ketiga bisa dilaksanakan pemilihan
umum untuk mermilih anggota Konstituante
(15 Desember 1955). Berdasarkan pasal
134 UUD 1850, rumusan Assaat mulatis
mutandis berubah lagi sehingga berbunyi
sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan masa peralihan
ialah masa yang bermula dengan saat
berdirinya kambali negara kesatuan
pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai
pada saat berlakunya undang-undang
dasar yang ditetaplan oleh Konstituante®,

Anggota Konstituante dilantik oleh Pre-
sidan Soekamo pada tanggat 10 November
1986 di Gedung Merdska Bandung, dengan
pidatonya berjudul: "Susunlah Konstitusi yang
benar-benar Konstitust Res Publica®.'®

Namunkemudian, pada tanggal 22 April
1858, Presiden Soekamo datang izgi ke Ban-
dung untuk melakukan intervensi, yaitu
mengusulkan kepada Konstituante agar
mamberiakukan saja kemnbali UUD 1945,
Judu! pidato Presiden ialah: “Res Republikal
Sekali lagi Aas Repubiical”."

Sebenamya di balik rasionalisasi yang
dikemukakan oleh presiden untuk membe-

*Mr.Mohamad Roem, Diplomasi: Ujung Tembak Perjuangan R, Kata Pengantar Nurcholis

Madjid {Jakarta: Penerbit Gramedia, 1888).

%Brosur Kementerian Penerangan,tanpa tahun, cet ke-2. Dimuat juga dalam Yamin, him.

627, Tentang seluk beluk Konstituante, hat Dr. Adnan Buyung

Nasution, The Aspiration For

Constitutional Govermant in Indonesia. A Soclo-Legal Study of the Indonesian Konstituanta,
1956-1959. Disertasi Universitas Utrecht dif Belanda, 1882, Sudah diterjemahkan ke datam
bahasa Indonesia oleh Pustaka Utama Grafitl, 1995.

"*Brosur Kementsrian Penerangan, Penerbitan khusus, No. 51.

Dalam proses pemberlakuan kembali UUD 1848, Pemerintah telah memperslapkan Plagam

Bandung yang kemudian temyata sia-sia.
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narkan anjurannya, yaitu sebagai reaksl ter-
hadapi sistem demokrasi liberal yang dinilai-
nya tidak sesual dengan masyarakat Indo-
nesia, namun kalau kita melakukan debunk-
Ingmaka anjuran beliau ada kaitannya de-
ngan konsepsi Demokrasi terpimpin yang
realisasinya memeriukan sistem presiden-
sial. Memang kedudukan Presiden ber-
dasarkan sistem pamerintahan parlementer
menurut UUD 1950 adalah sehagai Kepala
Negara yang tugasnya lebih bersifat ke-
upacaraan (caremonial function) sedangkan
yang menjadi Kepala Pemerintahan adalah
Perdana Menteri. Beliau sampai pernah
mengucapkan: “Saya tidak mau menjadi
tukang stempe!”. Befiau ingin lebih berperan

dan ini mungkin dalam sistem pemarintahan

presidensial menurut UUD 1245 dimana
kekuasaan terpusat pada presiden (Gaoncen-
tratfon of Power and Responsibiiity Upon the
President).™

Terhadap anjuran Presiden untuk mem-
beriakukan kembali UUD 1945, sesuai
peraturan tata-tertil Konstituante, dilakukan
voting sampai tiga kali namun tetap tidak
tercapal quorumn. Dengan perkataan lgin,
secara formal demokratis anjuran Presiden
Sogkamo ditolak oleh para wakil raiyat hasi)
pemilihan umum. Tetapi Presiden Soekamo
tidaklah putus asa. Beliau menilai negara
dalam keadaan darurat,” sehingga mem-

berikan legitimas! untuk menggunakan hak
darurat negara dengan mengeluarkarn Dekrit
Presiden 5 Juli 19598, Polwok isinya adalah
membubarkan Konstituante dan mamber-
lakukan kembali UUD 1945. Alhasl], dengan
dibubarkannya Konstituante, yang pada
waktu itu menjad] tumpuan harapan untulk
menyusun undang-undang dasar yang tetap
(definitif), maka masa peralihan menjadi
berlant-larut.

Momentum Kedua

Dengan berlakunya kembali UUD 1845,
maka pasal 3 UUD 1845 hidup lagi sehingga,
mutatis mutandis, definisi Assaat mengenai
masa peralihan berbunyi sebagal berikut:

“Yang dimaksud dengan masa peralinan

ialeh masa yang bermula dengan berla-

kunya kembali UUD 1945 pada tanggal

5 Juli 1958 sampai kepada saat berlaku-

nya undang-undang dasar yang akan

ditetapkan cleh Majelis Permusyawa-
ratan Rakyat”.

Pada masa Orde Lama dibentuk Majelis
Permusyawaratan Rakyat Semertara (MPRS)
sebagai pelaksanaan salah satu dikium
Dekrit Presiden, akan tetapi lembaga ini di-
anggap tidak demokratis karena bukan
merupakan wakil rakyat hasil pemilihan
umum. Jadi tidak berwenang menetapkan

?Pariu dicatat bahwa dalem masa Republik Pertama (17 Agustus 1845-27 Desembar 1848),

sistem prosidensial diganti

an sistemn parlememner dengan dibentuknya Kabinet Syahrir

paxia 14 November 1845, Lihat Assaat,Op.Cit., him.12: “Dengan alasan, bahwa stelsel Il {sistem
tanggungjawab Menteri, pen.) lebih demokratis darl pada stelse! | (sistem tanggungjawab
Presiden,pen.), Komite Nasional Pusat dangan perantaraan Badan Pekerja mengusulkan kepada
Praesiden supaya pertanggungjawaban pemerintah dilakukan | oleh menteri-menteri
atas nama dan risiko menteri sandiri kepada Dewan Perwakilan Rlakyat (Komite Nasional Pusat).
Usul ini disetujui oleh Presiden menunit pengumuman Badan Pekerja tanggal 11 November
1845.

“Sebagai bahan perbandingan perlu diketahui bahwa, dalam hukum Tata Negara Amerika,
penilaian subyektif presiden mengenal keadaan darurat dapat diujfl oleh hakim. Contohnya:
The Stee! Soizure Case. Lihat Alan Westin, The Anatemy of a Constitutional Law Case (New-
York: The Macmilien Company, 1958).
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Undang-Undang Dasar. Ha! ini ditegaskan
Presiden Scekarno pada waktu berpidato
pada Pembukaan Sidang MPRS di Bandung
tanggal 10 November 1960. Presiden menga-
takan:*
“Saudars-saudara dikumpulkan pada har
ini di kota Bandung yang barssjarah ini,
di gedung yang bersejarah ini, pada hari
yang selalu berselarah int, untulkmeme-
nuhi apa yang ditentukan pula di dalam
pasal 3 Undang-undang Dasar kita, yaitu
Majelis Permusyawaratan Rakyat me-
netapkan Undang-undang Dasar dan
Garis-garis Besar Haluan Negara.
Tetapl oleh karena saudara MPRS, Maje
lis Pemusyawaratan Sementara, yang
anggota daripada MPR itu belumiah
anggota yang terpilih oleh rakyat, maka
bagian pertama daripada tugas pasal 3
ini, yaitu menetapkan Undang-undang
Dasar, tidak saya minta kepada saudam-
saudara untuk ditetapkan®,

Memang ada rencana pemerintah untuk
melaksanakan pemilinan umum pada tahun
1962, yaitu tiga tahun sesudah UUD 1845
berlaku kembali, tetapi untunglah tidak ter-
wuud. Ha! ini juga merupakan blessing in
disguise, karena pada waktu itu kedudukan
Partai Komunis Indonesia kuat sekali se-
hingga dapat mendominasi Badan Perwa-

kilan Rakyat.'*

Pada masa Orde Bary, dapat diadakan
pemilihan umum pada tanggal 3 Juli 1971,
sehingga terbentuk Majells Permusyawa-
ratan Rakyat yang para anggotanya dilantik
butan Oktober 1972. Sebelum MPR melang-
sungkan Sidang Umum {12-24 Maret 1873),
saya mengingatkan bahwa perintah yang
pertema dari The Founding Fathers ialah
supaya MPR menetapkan Undang-Undang
Dasar.'

Namun baik dalam Sidang Umum MPR
1973 maupun dalam Sidang-sidang Umum
berikutrya sampai Sidang Umum MPH 1298
yang baru lalu, rupanya di kalangan peng-
ambil keputusan politik {pofitical decision
makers) yang 1000 orang itu tidak muncul
kesadaran hukum dan kemauan politik un-
{uk melakukan pembaruan atau reformasi
Konstitusi dengan jalan menerapkan Pasal
3UUD 18457

Apakah garangan sebabnya Orde Baru
tidak bersikap sepertl yang dipraktekkan
dalam pemerintah pada masa parmulaan
republik pertama? fawabannya adalah mung-
kin karena anggota MPR bslum menyadari
betapa pentingnya kedudukan Undang-
Undang Dasar bagi kehidupan negara kita,
mungkin untuk mempertahankan posist go-
longan yang sedang berkuasa,'® atau mung-
kin Juga karena pertimbangan pelitis dinilai
lahih penting.

*“Brosur Departemen Penerangan, Amanat Presiden Soakamo pada Pembukaan Sidang
Pertama MPRS di Gedung Merdeka Bandung pada Hari Pahlawan 10 November 1860, him.8.

'“Dr. Basuki Gunawan, Kudeta. Stzatsgreep in Jakarta (Meppel The Nedorland: J.A. Boom
en Zoon, 1888), him. 177: “Algernene veridezingsn ler vervangin van het bestaande voarlopige
Volkscongres (MPRS, pen.), al sinds jaren een als van de communisten, zouden viijwel zeker do
communisten de mesrdarheid in de vertsgenwoordige lichamen hebben bezorgd...”

'Linat artike] saya, “MPR dan Peniyempurnaan UULF, dimuat dalam Majalah Tempo, 25

Maret 1973.

“Lihat artikel saya "Seng Pemegang Kedauiatan Rakyaf, dimuat dalam Majalzh Forum, 9

Maret 1998, him.19.

“Prof Or.J.Barents, De Wetenschap der palitiok ('s-Gravenhage, A.AM. Stals, 1852), him. 40,

hurut B.
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Bahwasannya pada sidang MPR 1973
terdapat dua buah pandangan, telah dike-
mukakan oleh Sayuti Melik:'?

“Terhadap masalah perlu tidaknya Si
dang Umum MPR nantf menstapkan UUD,
terdapat dua macam tanggapan. Tang-
gapan secara yuridis konstitusionil dan
tanggapan secara politis.

Tanggapan secara yuridis konstitusionil
hanya mempergunakan partimbangan-
pertimbangan dari pelaksanaan hukum
konstitusi. Sedang tanggapan politis
perfama-tama mempergunakan pertirn-
bangan-pertimbangan politis. Mengingat
situasi dan kondisi masyarakat serta
psikologi rakyat. Memperhitungkan akibat-
nya, rugi untungnya, ditinjau dari kepen-
tingan politik”.

Momentum Ketlga

Dalam era Orde Baru, gagasan untuk
membuat Undang-Undang Dasar baru, se-
suai dengan yang tercantum dalam pasal 3
UUD 19245, secara a priorf sudah ditolak.
Hal ini temyata dari tekad Orde Baru untuk
“mempertahankan UUD 1845, tidak berke-
hendak dan tidak akan melakukan per-
ubahan terhadapnya serta akan melaksans-
kan secara murni dan konsekuen”, seperti
yang tercantum dalam pasal 115, Ketatapan
No.I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata
Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Jadi karena UUD 1945 harus dipertahankan,
maka adalah tabu untuk mempertahankan
eksistensinya, sehingga dalam masyarakat
timbul anggapan bahwa UUD 1845 sudah

disakralkan atau dikeramatkan bahkan
diberhalakan.®

Berhubung dengan itu tidaklah menghe-
rankan kalsu, secarg sadar atau tidak sagar,
rakyat terpsrangkap dalam indoktrinast
terselubung yang menyebutkan  Pancasila
dan UUD 1945° dalam satu nafas. Hal ini
sering diungkapkan dalam pidato-pidato para
pejabat, bahkan juga dicantumkan dalam
perundang-undangan, dan dalam rumusan
sumpah jabatan anggota MPR, anggota
DPR, menteri, hakim, dan lain-lain. Contoh-
nya dalam penjelasan UU No.5 Tahun 1985
tentang Referendum dikatakan:

“bangsa Indonesia telah menetapkan
sikap dan tekad mempertahankan dan
malestarikan Pancasila dan UUD 1945",
Juga datam UL No.5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, dalam
rumusan sumpah jabatan Hakim PTUN
dikatakan:

“... akan mempertahankan serta meng-
amalkan Pancasila ssbagai pandangan
hidup bangsa, dasar negara, dan ideolog
rasional, Undang-Undang Dasar 1945...*

Dalam era pasca Orde Bary atau era
Orde Reformasi sekarang ini, stkap dante-
kad Orde Baru tersebut periu ditinjau kembali
agar dapat dilakukan reformasi konstitusi.
Sepanjang mengenai Pancasila sehagsi da-
sar negara tidak ada persoalan karena sejak
Prokiamasi hingga kini terus dicantumkan
dalam Pembukaan UUD, baik UUD 1945,
UuD 1849 maupun UUD 1950, meskipun
peristilahan ataupun rumusannya agak ber-
beda. Hanya perlu disadari bahwa lambang

Wlihat Yuti (Sayuli Melik) “Masih Perlukah MPR Meneatapkan UULP, dimuat dalam Barita

Buana, 18-20 Januari 1873,

NMajalah DER, 22 Agustus 1998, him.72: “Cabut Pemberhalaan Konstitusi. Dewan Partim-
bangan Agung mengusulkan pencabutan Ketetapan Referendum. Periu Undang-undang dasar
baru yang demokratis.”
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sila kebangsaan seharusnya adalah kepala
banteng, bukan pohon baringin, sedangkan
sila keralyatan adalah pohon beringin, bukan
kepala barteng.

Juga perlu diketahui bahwa mengganti
UUD 1945 bukan berarti semua bagiannya
harus dibuang. Bagian Pembukaan dapat
saja dipartahankan, Selanjutnya esensialia
UUD 1945 seperti yang dinyatakan dalam
Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan
Pemerintah Rl tertangpal 19 Mei 1950 ialah
pasal 27, pasal 20, dan pasal 33. Berhubung
denganitu, azas equallty before the lawiuga
dicantumkan dalam UUD 1950, Demikian
pula rumusan Pasal 29 dan Pasal 33 di-
cantumkan dalam UUD 1950 tanpa per-
ubahan redaksi,

Mengenai pendapat agar UUD 1848 di-
pertahankan keasliannya dengan menam-
bahkan amandemen-amandemen, seperti
UUD Amerika Serikat, perlu disadari bahwa
kita tidak mempunyai naskah asli UUD
1045,

Alhasil, era reformasi sekarang ini me-
rupakan momentum yang baik untuk me-
lakukan “pembaharuan undang-undang
dasar”, yaitu mengganti UUD 1945 dengan
UUD baru yang memenuhi tuntutan zaman.
Dengan lahimya Republik Kelima berlandas-
kan undang-undang dasar definitif yang akan
ditetapkan oleh MPR dalam melaksanakan
Pasal 3 UUD 1845 barulah terwujud amanat
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